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Penelitian ini bertujuan untuk diterapkannya Leniency Programme di Indonesia 

dan membantu Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai bahan pertimbangan 

dalam mencari konsep Leniency Programme jika regulasi mengenai Leniency 

Programme di Indonesia sudah ada. Leniency Programme merupakan sebuah program 

untuk memberikan keringan hukuman terhadap pelaku usaha yang berani 

membocorkan kartel yang diikutinya. Pengurangan hukuman tersebut dapat berupa 

amnesti penuh dan pengurangan denda. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris dan perbandingan 

hukum (comparative law). Teknik pencarian data melalui studi kepustakaan dan 

wawancara dengan Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha di 

Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan teknik content analysis. Ruang lingkup 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara perbandingan hukum. Penelitian ini 

membandingkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan India Competition Act 2002 

mengenai bagaimana perbedaan pembuktian suatu praktek kartel di negara Indonesia 

yang dilangsungkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sebagaimana negara 

India, Competition Commission of India (CCI) yang bertugas untuk memberantas 

praktik kartel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebenarnya Leniency 

Programme sudah ada didalam RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, namun RUU tersebut dikeluarkan dari Prolegnas. Selain itu, 

konsep Leniency Programme di India dapat dijadikan sebagai contoh penerapannya di 

Indonesia karena otoritas persaingan usaha di India dan Indonesia mempunyai 

kesamaan dalam memberikan sanksi terhadap kartel, yaitu sanksi administratif.  
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This study aims to implement the Leniency Programme in Indonesia and assist 

the Business Competition Supervisory Commission as a consideration in seeking the 

concept of Leniency Programme if regulations regarding the Leniency Programme in 

Indonesia already exist. The Leniency Programme is a program to provide cartelists 

who dare to divulge the cartels they participate in. The reduction of the sentence can 

be in the form of a full amnesty and a reduction in fines. The research method used is 

a qualitative method with normative-empirical law research and comparative law 

(comparative law). The data search technique is through library research and 

interviews with the Head of the Legal Bureau of the Competition Commission in 

Indonesia. In this research, technique is used in content analysis. The scope of this 

research is done by means of comparative law. This study compares Law no. 5 of 1999 

with the India Competition Act 2002 regarding the differences in the evidence of cartel 

practice in Indonesia carried out by the Business Competition Supervisory Commission 

and as in India, the Competition Commission of India (CCI) whose task is to eradicate 

cartel practice. The results of this study found that actually the Leniency Programme 

was already in the Bill of Law Number 5 of 1999, but the bill was removed from the 

Prolegnas. In addition, the concept of the Leniency Programme in India can be used 

as an example of its application in Indonesia because the business competition 

authorities in India and Indonesia have similarities in providing sanctions against 

cartels, namely administrative sanctions. 
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